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RINGKASAN

Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat menganalisis PPP (Penerimaan Pajak
Parkir) sebelum dan sesudah PPKM yang berada di Kota Malang. Rumusan yang
diangkat dalam riset ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana menganalisis
penerimaan PPP (Penerimaan Pajak Parkir) sebelum dan sesudah PPKM yang
berada di Kota Malang. Peneliti dan Almamater. Jenis riset yang digunakan dalam
riset ini ialah menggunakan deskritif kualitataif. Adapun teknik pengumpulan data
yang digunakan ialah dokumentasi, wawancara serta observasi. Teknik analisis data
yang digunakan ialah analisis interaktif. Adapun hasil yang ditemukan dalam riset
ini ialah realisasi penerimaan pajak parkir sebelum dan sesudah PPKM yang berada
di Kota Malang sebagaimana dapat diketahui bahwa sistem realisasi penerimaan
pajak parkir sangat berbeda jauh Sebelum PPKM diberlakukan sistem realisasi
penerimaan PPP (Penerimaan Pajak Parkir) pada saat dapat dikatakan memenuhi
target yang ditentukan sedangkan saat PPKM dan sesudah PPKM diberlakukan
realisasi dalam PPP (Penerimaan Pajak Parkir). Dampak dari PPKM ini sangat
berpengaruh pada sektor Penerimaan Pajak Parkir pada saat PPKM dan sesudah
PPKM di Kota Malang. Hal ini menyebabkan PPP (Penerimaan Pajak Parkir) yang
berada di Kota Malang berkurang.

Kata Kunci: Pajak Parkir, PPKM



BAB1

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) memberikan dampak
luar biasa bagi berbagai macam kegiatan di tanah air. Termasuk dalam kegiatan
perekonomian masyarakat di Indonesia terancam karena dari dampak PPKM ini.
Suhendri, at. al, (2022) mengatakan bahwa sebelum diberlakukannya PPKM
Pemerintah juga sudah melakukan upaya untuk mengurangi lajunya penularan
Virus Corona sehingga pihak pemerintah akan melaksanakan sebuah peraturan
PSBB. Dikutip dari jurnal Rindam Nasruddin, Islamul Haq (2020) pada saat PSBB
diberlakukan banyak fasilitas umum yang ditutup termasuk lahan parkir yang ada
di Kota Malang juga tutup. Hal ini mengakibatkan tidak ada pendapatan bagi
masyarakat kota Malang yang membuka lahan parkir sendiri. Masyarakat juga
mendukung PSBB karena mampu untuk mencegah penularan virus korona. Hampir
semua kegiatan masyarakat dirumahkan dan kebijakan PSBB dilakukan berbagai
wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur Kota Malang. Pembatas sosial
berskala besar secara langsung akan dapat mengatasi terjadinya penyebaran Virus
Corona terhadap sebuah wilayah, maka secara langsung lapisan masyarakat yang

berada di wilayah tersebut dapat terlindungi dari penyebaran Virus Corona.

Adapun sebuah tindakan atau kebijakan yang ada hanya dapat dilakukan oleh
pihak-pihak yang memiliki kewenangan, dalam hal ini ialah pihak pemerintah yang

akan terlebih dahulu dapat melaksanakan sebuah tindakan atas kebijakan yang akan
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dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintahan yang lebih dahulu dalam
melaksanakan sebuah tindakan pemeriksaan secara akurat terhadap beberapa kota
serta dapat pula akan mempertimbangkan pada sisi konsekuensi yang jauh lebih
baik, baik itu dalam aspek sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu lapisan
masyarakat yang berada di NKRI akan selalu diharapkan untuk memberlakunya
perkumpulan sosial berskala besar, lapisan masyarakat juga secara langsung dapat
berkontribusi serta dapat pula untuk mengikuti untuk dapat memutuskan
penyebaran virus Corona. Kebijakan PSSB ini mengakibatkan banyak sektor usaha
tidak bisa melakuan kegiatan termasuk kegiatan pada pengusaha lahan parkir di
Kota Malang. Kebijakan PSBB sangat berdampak dalam kegiatan perekonomian
masyarakat di Kota Malang kebijakan terbaru muncul yaitu PPKM (Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia) (Suhendri, at. al, 2022). PPKM di
Kota Malang diberlakukan pada tanggal 7 Januari 2021 dikutip dari isi Surat Edaran
Tahun 2001 No 1 yang berkaitan dengan PPKPP atau sering dikenal dengan nama
pemberlakukan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran virus Corona

yang berada di Kota Malang.

Waktu dalam melakukan sebuah operasi terhadap sebuah bisnis atau usaha
dimulaikan dari Pkl 07.00 WIB - jam 21.00 WIB, dan kapasitas jumlah konsumen
hanya bisa 50% karena dilakukannya pembatasan. Termasuk bagi pelaku usaha
tempat parkir. Tingkat penjumlahan para pelaku usaha di tempat parkir di Kota
Malang yang sangat terpukul akibat dari PPKM. Dampak dari PPKM ini membuat
jumlah pengunjung yang menggunakan tempat parkir berkurang. Kota Malang

merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan
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iklim yang dimiliki. Kota Malang juga dijuluki sebagai Kota Pendidikan karena
sebagai pusat Pendidikan dan berbagai penjuru dari setiap pulau di Indonesia
merantau di Kota Malang untuk menjalankan Pendidikan. Berdasarkan letak
wilayahnya, Kota Malang berpotensi sebagai kota bisnis dan perdagangan. Adapun
fungsi serta tugas BPD yang berada di Kota Malang sebagaimana akan dapat diatur
berdasarkan dengan (PW) Peraturan Walikota pada Tahun 2019 No 79 yang akan

berkaitan dengan dengan sebuah kebijakan di bidang pendapatan pajak daerah.

Menurut Sari (2013:34) dalam Novelia Malombeke (2016) yang menyatakan
bahwa pajak merupakan sebuah iuran yang secara langsung bersumber dari lapisan
masyarakat terhadap negara yang dalam bentuk terutang oleh pihak WP
pembayaran sebagaimana telah dituangkan dalam UU yang mana sama sekali tidak
akan mendapatkan sebuah prestasi secara langsung serta dapat pula ditunjuk untuk
dapat membiayai terhadap pengeluaran yang secara global sebagaimana yang
berkaitan dengan fungsi menyelenggarakan pemerintah. Pajak daerah yang yang
berada di Kota Malang akan secara langsung dapat diatur dalam pajak daerah, pajak
daerah Kota Malang dapat dikelompokan menjadi beberapa bagian, antara lain :
PBB, PDK Malang, PBHTB, air, parkir penerangan, reklame, hiburan, restoran
serta hotel. Pajak Daerah ini peneliti mengambil dari Penerimaan Pajak Parkir,
dengan adanya PPKM tersebut membatasi jumlah pengunjung yang menggunakan
tempat parkir berkurang, akhirnya jumlah pendapatan pelaku usaha tempat parkir

berkurang, hal ini mengakibatkan penerimaan pajak parkir juga berkurang.



Parkir adalah salah satu fasilitas yang sangat dapat memberikan sebuah peran yang
jauh lebih terpenting dalam memaksimalkan PAD yang ada di Kota Malang. Parkir
sampai saat ini sangat berperan penting karena untuk ketertiban dan perlindungan
kendaraan supaya aman. Menurut Agus Subagiyo (2018) menyatakan bahwa PAD
secara langsung akan dapat dimiliki oleh sebuah daerah serta dapat pula akan
dipungut sebagaimana dituangkan dalam PD peraturan daerah yang disesuaikan
dengan UU. PAD secara langsung akan bersumber dari pajak daerah. Pajak parkir
merupakan sebuah pajak yang akan memberikan sebuah kontribusi terhadap PAD,
Pajak parkir juga secara langsung akan dapat berpengaruh apalagi pada saat
diberlakukannya PPKM. Pajak parkir merupakan sebuah pajak dalam
menyelenggarakan sebuah lokasi yang berada diluar jalan raya serta dapat pula akan

dikelola oleh pihak petugas parkir.

Pihak pemerintah yang berada di Kota Malang seharusnya dapat berupaya untuk
memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, dalam hal ini
pajak parkir, karena pajak parkir dapat dikatakan sebagai salah satu sumber
anggaran terhadap APBD di Kota Malang. Pajak secara langsung akan dapat
dikelolah oleh BAPENDA Kota Malang. Pajak parkir secara langsung akan dapat
diatur dalam PD (Peraturan Daerah) pada Tahun 2019 No 8 yang berkaitan dengan
sebuah perubahan atas PD (Peraturan Daerah) di tahun 2010 No 16 yang berkaitan
dengan perpajakan daerah. Adapun sebuah tarif pajak terhadap parkir mencapai
25%. Pendapatan parkir pelaku usaha tempat parkir berkurang, berdampak juga
pada penerimaan Pajak Parkir akan berkurang dengan adanya PPKM di Kota

Malang.



Sebagaimana yang telah dituangkan dalam latar belakang yang ada, maka penulis
tertarik untuk melakukan riset dengan topik “Analisis Penerimaan Pajak Parkir

Sebelum Dan Sesudah PPKM DI Kota Malang”.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam latar belakang yang ada, maka dalam
riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah : “Bagaimana menganalisis

Penerimaan Pajak Parkir sebelum dan sesudah PPKM di Kota Malang?”

1.3.  Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam rumusan masalah yang ada, maka dalam
riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah : untuk menganalisis penerimaan

Pajak Parkir sebelum dan sesudah PPKM di Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat memaksimalkan pemahaman
serta pengetahuan bagi peneliti dalam mengetahui di sektor penerimaan Pajak
Parkir Kota Malang. Menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti untuk

menerapkan pengetahuan peneliti di Bidang Perpajakan.



b. Bagi Universitas

1. Meningkatkan dan memperluas pemahaman serta peningkatan pada sebuah
keahlian para mahasiswa akuntansi perpajakan

2. Menciptakan lulusan sarjana yang baik dan berkualitas

c. Bagi Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

1. Akan dijadikan sebuah pedoman untuk penerimaan Pajak Parkir yang
berada di Kota Malang
2. Akan dijadikan untuk dapat memperkuat diantara lembaga pendidikan serta

dengan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

d. Bagi Pihak Pengusaha Lahan Parkir di Kota Malang
1. Sebagai pedoman agar membayar kewajiban Pajaknya tepat waktu.
2. Akan dijadikan sebuah sarana dalam memperkuat kerja sama antara

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang dengan instansi pemerintahan
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